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CAPAIAN PEMBELAJARAN  PROGRAM STUDI (CPPS) 

CPL-PRODI 

yang 

dibebankan 

pada MK 

CPL-C1 Menunjukkan sikap bertanggung jawab, religius, dan etis dalam menganalisis isu ketatanegaraan berdasarkan prinsip Islam dan peraturan perundang-

undangan. 

CPL-

A1 

Menguasai konsep, teori, dan prinsip hukum tata negara dan siyasah idariyah untuk menganalisis sistem administrasi ketatanegaraan. 

CPL-P1 Mampu menerapkan pemikiran kritis-analitis dalam merumuskan rekomendasi kebijakan administrasi negara yang sesuai dengan maqashid syariah 

dan good governance. 



 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

 CPMK1 Mahasiswa mampu menjelaskan landasan teoretis administrasi ketatanegaraan Islam (siyasah dusturiyah) dan keterkaitannya dengan konsep imamah, 

khilafah, dan sistem pemerintahan modern [CPL-A1]. [CPL-A1] 

 CPMK2 Mahasiswa mampu mengidentifikasi kewenangan dan tanggung jawab lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam perspektif siyasah idariyah 

dan hukum tata negara Indonesia [CPL-A1, CPL-C1]. [CPL-A1, CPL-C1] 

 CPMK3 Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme birokrasi dan pelayanan publik berdasarkan prinsip maqashid syariah dan good governance [CPL-A1, 

CPL-P1]. [CPL-A1, CPL-P1] 

 CPMK4 Mahasiswa mampu mengevaluasi sistem pengawasan internal dan eksternal dalam penyelenggaraan negara serta penyelesaian sengketa administrasi 

negara [CPL-A1, CPL-C1]. [CPL-A1, CPL-C1] 

 CPMK5 Mahasiswa mampu merumuskan rekomendasi kebijakan administrasi ketatanegaraan yang mengintegrasikan hukum Islam dan peraturan perundang-

undangan di Indonesia [CPL-P1, CPL-C1]. [CPL-P1, CPL-C1] 

 Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) 

 Sub-

CPMK1 

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep siyasah idariyah, siyasah dusturiyah, dan maqashid syariah dalam konteks ketatanegaraan Islam. [CPMK1] 

 Sub-

CPMK2 

Mahasiswa mampu menganalisis hubungan konsep imamah dan khilafah dengan sistem pemerintahan modern di Indonesia. [CPMK1] 

 Sub-

CPMK3 

Mahasiswa mampu mengidentifikasi kewenangan dan tanggung jawab lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif menurut hukum Islam dan UUD 

1945. [CPMK2] 

 Sub-

CPMK4 

Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme birokrasi dan pelayanan publik berdasarkan prinsip good governance dan maqashid syariah. [CPMK3] 

 Sub-

CPMK5 

Mahasiswa mampu mengevaluasi sistem pengawasan internal (dari lembaga negara) dan eksternal (masyarakat/media) dalam penyelenggaraan negara. 

[CPMK4] 

 Sub-

CPMK6 

Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa administrasi negara dalam perspektif siyasah idariyah dan PTUN. [CPMK4] 

 Sub-

CPMK7 

Mahasiswa mampu merumuskan rekomendasi kebijakan administrasi ketatanegaraan yang integratif dan solutif. [CPMK5] 

Deskripsi Mata kuliah Siyasah Idariyah membahas prinsip, sistem, dan praktik administrasi publik dalam kerangka ketatanegaraan Islam, mengintegrasikan konsep 



Singkat MK imamah, khilafah, dan good governance dengan sistem pemerintahan modern di Indonesia. Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan analitis mahasiswa 

dalam merumuskan rekomendasi kebijakan administrasi negara yang sesuai dengan maqashid syariah dan peraturan perundang-undangan. 

Bahan Kajian: 

Materi 

Pembelajaran 

Landasan teoretis siyasah idariyah; konsep imamah dan khilafah; struktur dan kewenangan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif; mekanisme birokrasi dan 

pelayanan publik; pengawasan internal dan eksternal; penyelesaian sengketa administrasi negara; maqashid syariah dan good governance 

Pustaka Utama: 

1. J. Suyuthi Pulungan. (2002). Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. RajaGrafindo Persada. 

2. M. Q. Shihab. (2000). Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru. Lentera Hati. 

3. Al-Mawardi, Imam. (2014). Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam (Terjemahan). Jakarta: Darul Falah. (Bab khusus 

mengenai struktur kementerian/wazir, administrasi perpajakan, dan lembaga pengawasan birokrasi). 

4. Khallaf, A. W. (2015). Siyasah Syar'iyyah: Tata Kelola Pemerintahan dan Administrasi Negara Menurut Syariat Islam. Jakarta: Rajawali Pers. (Buku teks 

utama untuk memahami fleksibilitas administrasi dan kemaslahatan publik sebagai inti siyasah idariyah). 

5. Djazuli, A. (2013). Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Kencana. (Buku utama yang sangat 

baik mengaitkan kebijakan administratif negara dengan kaidah-kaidah fikih perundang-undangan). 

6. Syafii, I. (2019). Manajemen Administrasi Publik Islam: Teori dan Praktik Birokrasi. Teuku Umar Press. (Buku acuan utama modern untuk membedah etika 

aparatur sipil negara dan efisiensi pelayanan publik dalam Islam). 

 Pendukung: 

 1. Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam. Artikel pendukung mengenai efektivitas pengawasan birokrasi, reformasi administrasi 

publik Islam, dan penegakan hukum tata pamong. Makassar: UIN Alauddin. (Akses terbuka via: https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldaulah) 

2. Jurnal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah. Kajian pendukung tentang aspek hukum administrasi Islam, diskresi pejabat publik (tasharruful imam), dan 

perlindungan hak-hak keperdataan warga oleh negara. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. (Akses terbuka via OJS: 

https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam) 

3. Jurnal Siyasat: Jurnal Hukum Tata Negara Islam. Artikel pendukung mengenai tata kelola keuangan publik, akuntabilitas baitul mal kontemporer, dan 

kebijakan pelayanan publik inklusif di daerah. (Akses terbuka via Portal OJS / Sinta). 

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait Pedoman Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik (Good Governance). (Referensi regulasi nasional pendukung untuk melihat komparasi standarisasi birokrasi modern di Indonesia). 

Dosen 

Pengampu 

- 

Matakuliah 

syarat 

- 



B. Matriks Rencana Pembelajaran 

No Kemampuan akhir tiap 

tahapan belajar (Sub-CPMK) 

Penilaian Bentuk Pembelajaran; Metode 

Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; 

[Estimasi Waktu] 

Materi Pembelajaran 

[Pustaka] 

Bobot 

Penilaian 

(%) 

Indikator Kriteria & Teknik Luring (offline) Daring (online) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Sub-CPMK1 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

konsep siyasah idariyah, siyasah 

dusturiyah, dan maqashid 

syariah dalam konteks 

ketatanegaraan Islam. 

 Menjelaskan definisi dan ruang 

lingkup siyasah idariyah dalam 

ketatanegaraan Islam. 

 Menjelaskan keterkaitan 

siyasah idariyah dengan 

siyasah dusturiyah dan 

maqashid syariah. 

Kriteria: 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

penjelasan. Teknik: 

Tes tulis esai 

pendek. 

Ceramah interaktif, 

diskusi, dan tanya 

jawab [2x50 menit] 

Membaca modul 

dan menonton 

video penjelasan 

[2x60 menit] 

Pengantar siyasah 

idariyah [J. Suyuthi 

Pulungan, Fiqh 

Siyasah, Bab I] 

3 

2 Sub-CPMK1 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

konsep imamah dan khilafah 

dalam sejarah pemikiran politik 

Islam. 

 Menjelaskan konsep imamah 

dan khilafah menurut 

pemikiran Sunni dan Syiah. 

 Mengidentifikasi perbedaan 

dan persamaan konsep imamah 

dan khilafah. 

Kriteria: Ketepatan 

identifikasi dan 

penjelasan. Teknik: 

Tes tulis esai 

pendek. 

Ceramah interaktif 

dan diskusi 

kelompok [2x50 

menit] 

Membaca artikel 

tentang imamah 

dan khilafah [2x60 

menit] 

Konsep imamah dan 

khilafah [J. Suyuthi 

Pulungan, Fiqh 

Siyasah, Bab II] 

3 

3 Sub-CPMK2 

Mahasiswa mampu menganalisis 

hubungan konsep imamah dan 

khilafah dengan sistem 

pemerintahan modern di 

Indonesia. 

 Menjelaskan sistem 

pemerintahan presidensial di 

Indonesia. 

 Menganalisis relevansi konsep 

imamah dan khilafah dengan 

sistem pemerintahan Indonesia. 

Kriteria: Kedalaman 

analisis dan 

ketepatan 

argumentasi. 

Teknik: Diskusi dan 

presentasi. 

Diskusi panel dan 

presentasi kelompok 

[2x50 menit] 

Membaca UUD 

1945 dan artikel 

terkait [2x60 

menit] 

Sistem pemerintahan 

Indonesia [UUD 1945] 

3 

4 Sub-CPMK3 

Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi kewenangan 

dan tanggung jawab lembaga 

eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif menurut hukum Islam 

 Mengidentifikasi kewenangan 

lembaga eksekutif dalam 

perspektif siyasah idariyah dan 

UUD 1945. 

 Mengidentifikasi kewenangan 

legislatif dan yudikatif dalam 

Kriteria: Ketepatan 

identifikasi. Teknik: 

Tugas individu 

analisis peraturan. 

Studi kasus dan 

diskusi [2x50 menit] 

Membaca undang-

undang tentang 

kekuasaan 

kehakiman dan 

DPR [2x60 menit] 

Lembaga negara dalam 

Islam dan Indonesia [J. 

Suyuthi Pulungan, Fiqh 

Siyasah, Bab III; UUD 

1945] 

3 



dan UUD 1945. perspektif siyasah idariyah dan 

UUD 1945. 

5 Sub-CPMK4 

Mahasiswa mampu menganalisis 

mekanisme birokrasi dan 

pelayanan publik berdasarkan 

prinsip good governance dan 

maqashid syariah. 

 Menjelaskan prinsip good 

governance dan maqashid 

syariah dalam pelayanan 

publik. 

 Menganalisis penerapan 

prinsip tersebut dalam 

birokrasi Indonesia. 

Kriteria: Ketepatan 

analisis dan contoh. 

Teknik: Tugas 

makalah singkat. 

Diskusi dan studi 

kasus [2x50 menit] 

Membaca artikel 

tentang birokrasi 

dan maqashid 

syariah [2x60 

menit] 

Birokrasi dan good 

governance [J. Suyuthi 

Pulungan, Fiqh 

Siyasah, Bab IV; 

Undang-Undang 

Pelayanan Publik] 

3 

6 Sub-CPMK5 

Mahasiswa mampu 

mengevaluasi sistem 

pengawasan internal (dari 

lembaga negara) dan eksternal 

(masyarakat/media) dalam 

penyelenggaraan negara. 

 Mengidentifikasi lembaga 

pengawasan internal dan 

eksternal di Indonesia. 

 Mengevaluasi efektivitas 

sistem pengawasan tersebut. 

Kriteria: Ketepatan 

evaluasi dan 

argumentasi. 

Teknik: Presentasi 

kelompok. 

Presentasi kelompok 

dan diskusi [2x50 

menit] 

Riset kasus 

pengawasan 

melalui media 

[2x60 menit] 

Sistem pengawasan 

dalam Islam dan 

Indonesia [J. Suyuthi 

Pulungan, Fiqh 

Siyasah, Bab V] 

3 

7 Sub-CPMK6 

Mahasiswa mampu menganalisis 

mekanisme penyelesaian 

sengketa administrasi negara 

dalam perspektif siyasah 

idariyah dan PTUN. 

 Menjelaskan mekanisme 

penyelesaian sengketa 

administrasi negara secara 

Islam dan melalui PTUN. 

 Menganalisis perbedaan 

pendekatan penyelesaian 

sengketa antara Islam dan 

PTUN. 

Kriteria: Kedalaman 

analisis. Teknik: 

Ujian tulis esai. 

Studi kasus dan 

diskusi [2x50 menit] 

Membaca putusan 

PTUN dan fatwa 

[2x60 menit] 

Penyelesaian sengketa 

administrasi [J. Suyuthi 

Pulungan, Fiqh 

Siyasah, Bab VI; UU 

PTUN] 

3 

8 Sub-CPMK1, Sub-CPMK2, 

Sub-CPMK3, Sub-CPMK4, 

Sub-CPMK5, Sub-CPMK6 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

dan menganalisis materi siyasah 

idariyah secara komprehensif. 

 Menerapkan konsep siyasah 

idariyah dalam studi kasus. 

 Menganalisis isu 

ketatanegaraan dari perspektif 

Islam dan hukum Indonesia. 

Ujian Tengah 

Semester (UTS) 

berbasis studi kasus. 

Ujian tertulis di 

kelas [2x50 menit] 

Penyusunan 

laporan studi kasus 

secara daring 

[2x60 menit] 

Semua materi 

pertemuan 1-7 

20 

9 Sub-CPMK4 

Mahasiswa mampu menganalisis 

implementasi prinsip good 

governance dan maqashid 

 Menjelaskan konsep reformasi 

birokrasi di Indonesia. 

 Menganalisis implementasi 

Kriteria: Ketepatan 

analisis. Teknik: 

Tugas individu 

analisis kasus. 

Studi kasus dan 

diskusi [2x50 menit] 

Membaca laporan 

reformasi birokrasi 

[2x60 menit] 

Reformasi birokrasi 

[Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014; 

J. Suyuthi Pulungan, 

4 



syariah dalam reformasi 

birokrasi di Indonesia. 

prinsip good governance dan 

maqashid syariah dalam 

reformasi birokrasi. 

Fiqh Siyasah, Bab VII] 

10 Sub-CPMK5 

Mahasiswa mampu 

mengevaluasi peran lembaga 

pengawasan eksternal 

(masyarakat dan media) dalam 

penyelenggaraan negara dari 

perspektif siyasah idariyah. 

 Mengidentifikasi mekanisme 

pengawasan eksternal di 

Indonesia. 

 Mengevaluasi efektivitas 

pengawasan eksternal dalam 

mendorong akuntabilitas. 

Kriteria: Kedalaman 

evaluasi. Teknik: 

Presentasi 

kelompok. 

Presentasi kelompok 

dan diskusi [2x50 

menit] 

Riset kasus 

pengawasan oleh 

media dan 

masyarakat [2x60 

menit] 

Pengawasan eksternal 

[J. Suyuthi Pulungan, 

Fiqh Siyasah, Bab V; 

Undang-Undang KIP] 

4 

11 Sub-CPMK6 

Mahasiswa mampu menganalisis 

peran peradilan tata usaha 

negara (PTUN) dalam 

menyelesaikan sengketa 

administrasi negara dan 

kaitannya dengan prinsip siyasah 

idariyah. 

 Menjelaskan wewenang PTUN 

dalam sengketa administrasi 

negara. 

 Menganalisis putusan PTUN 

terkait sengketa administrasi 

yang relevan dengan siyasah 

idariyah. 

Kriteria: Ketepatan 

analisis putusan. 

Teknik: Tugas 

individu analisis 

putusan PTUN. 

Studi kasus putusan 

PTUN [2x50 menit] 

Membaca putusan 

PTUN dan artikel 

terkait [2x60 

menit] 

PTUN dan siyasah 

idariyah [Undang-

Undang PTUN; J. 

Suyuthi Pulungan, Fiqh 

Siyasah, Bab VI] 

4 

12 Sub-CPMK7 

Mahasiswa mampu merumuskan 

rekomendasi kebijakan 

administrasi negara yang 

integratif dan solutif berdasarkan 

analisis isu aktual. 

 Mengidentifikasi isu aktual 

dalam administrasi negara di 

Indonesia. 

 Merumuskan rekomendasi 

kebijakan yang 

mengintegrasikan prinsip 

siyasah idariyah, maqashid 

syariah, dan good governance. 

Kriteria: Kualitas 

rekomendasi. 

Teknik: Tugas 

kelompok proposal 

kebijakan. 

Diskusi kelompok 

dan konsultasi [2x50 

menit] 

Riset isu aktual 

melalui portal 

berita dan jurnal 

[2x60 menit] 

Isu aktual administrasi 

negara [berita terkini; J. 

Suyuthi Pulungan, Fiqh 

Siyasah, Bab VIII] 

5 

13 Sub-CPMK2 

Mahasiswa mampu menganalisis 

perbandingan sistem 

pemerintahan Islam klasik 

dengan sistem pemerintahan 

modern di Indonesia. 

 Membandingkan struktur 

pemerintahan Islam klasik 

dengan sistem presidensial 

Indonesia. 

 Menganalisis kelebihan dan 

kekurangan masing-masing 

sistem dalam konteks kekinian. 

Kriteria: Kedalaman 

perbandingan. 

Teknik: Tugas 

individu esai 

perbandingan. 

Diskusi dan 

perdebatan [2x50 

menit] 

Membaca artikel 

perbandingan 

sistem 

pemerintahan 

[2x60 menit] 

Perbandingan sistem 

pemerintahan [J. 

Suyuthi Pulungan, Fiqh 

Siyasah, Bab II; 

literature tambahan] 

5 

14 Sub-CPMK3, Sub-CPMK4  Mengidentifikasi indikator Kriteria: Ketepatan Diskusi panel dan Riset kinerja Evaluasi kinerja 6 



Mahasiswa mampu 

mengevaluasi kinerja lembaga 

eksekutif dan legislatif dalam 

pelayanan publik berdasarkan 

prinsip maqashid syariah dan 

good governance. 

kinerja lembaga dalam 

pelayanan publik. 

 Mengevaluasi kinerja lembaga 

eksekutif dan legislatif 

berdasarkan indikator 

maqashid syariah dan good 

governance. 

evaluasi. Teknik: 

Tugas kelompok 

laporan evaluasi. 

presentasi [2x50 

menit] 

lembaga melalui 

data publik [2x60 

menit] 

lembaga [Undang-

Undang Pelayanan 

Publik; J. Suyuthi 

Pulungan, Fiqh 

Siyasah, Bab III dan 

IV] 

15 Sub-CPMK5, Sub-CPMK6, 

Sub-CPMK7 

Mahasiswa mampu merancang 

sistem pengawasan dan 

penyelesaian sengketa 

administrasi negara yang ideal 

berdasarkan siyasah idariyah dan 

praktik terbaik. 

 Merancang sistem pengawasan 

yang efektif dan berbasis 

maqashid syariah. 

 Merancang mekanisme 

penyelesaian sengketa yang 

cepat dan adil. 

Kriteria: Kreativitas 

dan ketepatan 

rancangan. Teknik: 

Tugas kelompok 

desain sistem. 

Workshop desain 

dan diskusi [2x50 

menit] 

Studi praktik 

terbaik dari negara 

lain [2x60 menit] 

Sistem pengawasan dan 

penyelesaian sengketa 

[J. Suyuthi Pulungan, 

Fiqh Siyasah, Bab V-

VI; referensi 

internasional] 

6 

16 Sub-CPMK1, Sub-CPMK2, 

Sub-CPMK3, Sub-CPMK4, 

Sub-CPMK5, Sub-CPMK6, 

Sub-CPMK7 

Mahasiswa mampu 

mengevaluasi dan merumuskan 

rekomendasi kebijakan 

administrasi ketatanegaraan 

Indonesia secara komprehensif 

berdasarkan siyasah idariyah. 

 Menganalisis implementasi 

siyasah idariyah dalam sistem 

administrasi negara Indonesia. 

 Merumuskan rekomendasi 

kebijakan yang integratif dan 

solutif. 

Ujian Akhir 

Semester (UAS) 

berbasis proyek 

akhir atau studi 

kasus komprehensif. 

Ujian 

tertulis/praktikum di 

lab. 

Ujian daring 

terstruktur. 

Semua materi 

pertemuan 1-15 

25 

C. Rancangan Tugas Mahasiswa 

No Nama Tugas Deskripsi Instruksi Tugas Ref. Sub-CPMK 

1 Tugas Kelompok 1: Analisis Kasus 

Sengketa Administrasi Negara 

Mahasiswa secara berkelompok (3-4 orang) memilih satu kasus sengketa administrasi negara 

yang pernah diputus oleh PTUN. Setiap kelompok menganalisis kasus tersebut menggunakan 

perspektif siyasah idariyah, maqashid syariah, dan good governance. Hasil analisis dituangkan 

dalam makalah maksimal 10 halaman dan dipresentasikan pada pertemuan 11. 

Sub-CPMK6, Sub-

CPMK7 

2 Tugas Individu 1: Proposal Kebijakan Setiap mahasiswa mengidentifikasi satu isu aktual dalam administrasi negara Indonesia (misal: Sub-CPMK7 



Inovatif digitalisasi pelayanan publik, pengawasan partisipatif, atau reformasi birokrasi). Mahasiswa 

merumuskan proposal kebijakan yang mengintegrasikan prinsip siyasah idariyah, maqashid 

syariah, dan good governance. Proposal diserahkan pada pertemuan 14 dalam format dokumen 

maksimal 15 halaman. 

3 Tugas Kelompok 2: Desain Sistem 

Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa 

Mahasiswa secara berkelompok (sama dengan kelompok sebelumnya) merancang sebuah sistem 

pengawasan dan penyelesaian sengketa administrasi negara yang ideal berdasarkan prinsip 

siyasah idariyah dan praktik terbaik dari berbagai negara. Hasil rancangan disajikan dalam bentuk 

poster dan dipresentasikan pada pertemuan 15 serta diserahkan dalam bentuk laporan desain 

sistem. 

Sub-CPMK5, Sub-

CPMK6 

4 Ujian Tengah Semester (UTS) Ujian tertulis berbasis studi kasus yang mencakup materi pertemuan 1-7. Mahasiswa diminta 

menganalisis sebuah kasus ketatanegaraan dan memberikan solusi berdasarkan siyasah idariyah, 

hukum Islam, dan UUD 1945. Durasi ujian 90 menit. 

Sub-CPMK1, Sub-

CPMK2, Sub-CPMK3, 

Sub-CPMK4, Sub-

CPMK5, Sub-CPMK6 

5 Ujian Akhir Semester (UAS) Proyek akhir individu berupa analisis komprehensif terhadap implementasi siyasah idariyah 

dalam sistem administrasi negara Indonesia. Mahasiswa memilih satu topik spesifik, 

menganalisis secara kritis, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang integratif. Output 

berupa makalah 15-20 halaman dan video presentasi 10-15 menit. 

Sub-CPMK1, Sub-

CPMK2, Sub-CPMK3, 

Sub-CPMK4, Sub-

CPMK5, Sub-CPMK6, 

Sub-CPMK7 

D. Rubrik Penilaian Analitik 

Kriteria Penilaian Bobot 

(%) 

Skala Penilaian / Deskriptor 

Sangat Baik (81-100) Baik (61-80) Cukup (41-60) Kurang (0-40) 

Kualitas Analisis 40 Analisis sangat mendalam, komprehensif, dan 

relevan; mengintegrasikan siyasah idariyah, 

maqashid syariah, dan good governance 

secara tepat. Menunjukkan kemampuan 

sintesis dan evaluasi tingkat tinggi. 

Analisis cukup mendalam dan 

relevan; menyebutkan siyasah 

idariyah, maqashid syariah, dan 

good governance, namun 

integrasi belum optimal. 

Analisis kurang mendalam; 

hanya sebagian konsep 

yang digunakan dengan 

kurang tepat; argumentasi 

masih lemah. 

Analisis sangat dangkal, 

tidak relevan, atau tidak 

menggunakan konsep yang 

diharapkan; argumentasi 

tidak jelas. 

Ketepatan Penerapan 

Teori 

30 Semua konsep (siyasah idariyah, maqashid 

syariah, good governance) diterapkan secara 

akurat dan kontekstual dengan kasus/isu yang 

dibahas. 

Sebagian besar konsep 

diterapkan dengan benar, namun 

ada sedikit kesalahan atau 

kurang kontekstual. 

Penerapan konsep kurang 

tepat, banyak kesalahan, 

atau tidak sesuai konteks. 

Tidak menerapkan konsep 

yang diharapkan atau 

penerapan salah total. 



Kreativitas dan 

Orisinalitas 

15 Gagasan sangat kreatif, orisinal, dan inovatif; 

solusi yang ditawarkan tidak umum dan 

memberikan perspektif baru. 

Gagasan cukup orisinal, namun 

masih dalam koridor yang 

umum; ada elemen kreativitas. 

Gagasan kurang orisinal, 

cenderung mengulang ide 

yang sudah ada tanpa 

modifikasi berarti. 

Gagasan tidak orisinal, 

merupakan plagiasi atau 

tidak memberikan kontribusi 

baru. 

Komunikasi dan 

Penyajian 

15 Penyajian sangat jelas, terstruktur, dan 

menarik; bahasa formal akademik tepat; 

presentasi atau dokumen sangat rapi dan 

profesional. 

Penyajian jelas dan terstruktur, 

dengan sedikit kesalahan bahasa 

atau kerapian. 

Penyajian kurang jelas, 

agak kacau, atau banyak 

kesalahan bahasa; dokumen 

kurang rapi. 

Penyajian tidak jelas, tidak 

terstruktur, banyak 

kesalahan bahasa, dan tidak 

rapi. 

Catatan: 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan 

sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau 

materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata Kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang 

direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil 

belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

6. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah 

ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif. 

7. Teknik Penilaian: tes dan non-tes. 

8. Bentuk Pembelajaran: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. 

9. Metode Pembelajaran: small group discussion, role-play and simulation, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual 

learning, project based learning, dan metode lainnya yang setara. 

10. Materi pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan. 

11. Bobot penilaian adalah persentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tersebut, dan 

totalnya 100%. 

12. PB=Proses Belajar, PT=Penugasan Terstruktur, KM=Kegiatan Mandiri 

 

 


